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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1870 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

PADA PONDOK PESANTREN FATHUL 'ULUM

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan

(e

kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu,
perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan

kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar
nasional pendidikan;

bahwa pondok pesantren sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administrasi, tehnis dan kelayakan yang telah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas pertimbangan dari Kepala Bidang
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor :
94 /Kw.13.3/2/PP.00.8/12/2019 tanggal 12 Desember 2019
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN KEDIRI Nomor : B-
4977 /Kk.13.33.3/PP.00.8/11/2019 tanggal 20 Nopember
2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Fathul 'Ulum
Kabupaten Kediri.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);




